
 

 
 

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  16 TAHUN  2011 

TENTANG 
PENGAWASAN  KINERJA DI LINGKUNGAN 

 KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang :    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 
perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pengawasan 
Kinerja di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional 
Indonesia; 

 
Mengingat  :   1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4614); 

   2. Peraturan Pemerintah Nomor  39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 

 3. Peraturan Pemerintah Nomor  40 Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penyusunan, Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 

 4. Peraturan Pemerintah Nomor  60 tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4890);  

5.  Peraturan Presiden Nomor  10 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi Tentara Nasional Indonesia; 

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah; 

7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tentang Percepatan 
Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Negara; 

8.  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; 
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   9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator 
Kinerja Di Lingkungan Pemerintah; 

   10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah; 

   11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat 
Pengawasan Intern Pemerintah; 

   12. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 469); 

   13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 01 Tahun 2011 tentang 
Susunan dan Tata Kerja Jabatan Fungsional Tertentu dan 
Fungsional Umum Kementerian Pertahanan (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31); 

        
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :   PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PENGAWASAN 

KINERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN 
TENTARA NASIONAL INDONESIA. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan : 
1. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai 

sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 
2. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan 

kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka 
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok 
ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka 
mewujudkan Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and clean 
Government). 

3. Pengawasan Kinerja adalah pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 

4. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat 
pencapaian suatu kegiatan/program dan sasaran yang telah ditetapkan. 

5. Kriteria Pengawasan Kinerja adalah standar, ukuran, dan praktek pengawasan kinerja terhadap 
aspek ketaatan, kepatuhan, ekonomi, efektivitas dan efisiensi di lingkungan Kementerian 
Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 

6. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai capaian 
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan/kegagalan dari 
tujuan/sasaran yang ditetapkan. 
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